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BAB Il

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab | dan bab Il dapat disimpulkan
bahwa berlakunya Otonomi daerah dengan asas Desentralisasi  yang
ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, maka daerah dapat mengoptimalkan penerimaan
daerah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari daerah tersebut.
Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu Pajak Daerah yang
kewenangan pemungutannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada pada
Provinsi. Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dijelaskan
tentang dana bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tingkat
Provinsi yang diterima oleh Kabupaten/Kota, dan dalam Pasal 8 ayat (5)
dijelaskan dana bagi hasil tersebut minimal 10% harus dialokasikan untuk
pemeliharaan jalan/pembangunan jalan bagi Kabupaten/Kota. Realisasi dana
bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk pemeliharaan
jalan Kota Yogyakarta secara normatif nilainya belum dapat memenubhi
prosentase earmarking, yaitu sebesar 10%. Hal tersebut terjadi karena pada
tahun 2011 prosentasenya tidak mencapai 10%.

Di sisi lain terdapat permasalahan karena terjadi perbedaan fakta

antara informasi yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga dengan
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tulisan artikel yang menunjukkan perbedaan jumlah penerimaan dana untuk
pemeliharaan jalan di Kota Yogyakarta. terdapat juga perbedaan tentang
tingkat kecukupan dana bagi hasil tersebut untuk pemeliharaan jalan,
SAMSAT Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pendapatan Daerah
dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta juga menyatakan kalau dana itu
sudah dapat mencukupi untuk kebutuhan pemeliharaan jalan di Kota
Yogyakarta, karena jalan-jalan yang ada di Kota Yogyakarta dianggap masih
cukup baik kondisinya dan tidak perlu banyak memerlukan pemeliharaan yang
besar.

Muncul perbedaan pernyataan dari Bidang Bina Marga Dinas
Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, dana yang diterima
Bidang Bina Marga selama satu tahun tidak dapat mencukupi biaya yang harus
dikeluarkan Bidang Bina Marga sebenarnya, kekurangan biaya pemeliharaan
jalan tersebut pada tahun 2007-2009 dapat diatasi dengan Dana Alokasi
Khusus dari Pusat, tetapi mulai 2010 sampai sekarang Kota Yogyakarta tidak
mendapatkan dana tersebut, hal ini masih dapat diatasi lagi dengan Dana
Perimbangan, tetapi persoalannya dana ini tidak pernah pasti jumlahnya dan
tidak pasti Kota Yogyakarta mendapat dana tersebut. Apabila tetap masih tidak
mencukupi dana untuk kegiatan pemeliharaan jalan, maka dilakukan skala
prioritas pemeliharaan jalan. Jalan yang mendapatkan prioritas utama adalah
jalan penting yang pusat aktivitas Pariwisata, Pendidikan dan Perdagangan.

Selain jalan tersebut pemeliharaan jalannya tidak terlalu diutamakan.
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Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis paparkan dari awal
penulisan, hasil penelitian, dan pembahasan serta simpulan, maka dapat
penulis kemukakan saran. Dana yang wajib diberikan untuk pemeliharaan
jalan sebesar 10% dari dana bagi hasil PKB untuk pemeliharaan jalan
sebaiknya diteliti lebih lanjut karena juga perlu diperhatikan kondisi
masing-masing daerah yang berbeda kebutuhan tentang pemeliharaan jalan
antara satu dengan yang lainnya.

Dana itu sudah sesuai belum dengan kebutuhan pemeliharaan jalan
masing-masing jalan tersebut. Karena bisa saja dana itu berlebih atau
kurang mencukupi kebutuhan pemeliharaan jalan daerah tersebut, apabila
terjadi kelebihan dapat dialokasikan kembali untuk membantu mendanai
jalan-jalan di perkampungan yang dana perbaikan jalan tersebut biasanya
didanai sendiri oleh warga kampung tersebut secara swadana, agar dana
tersebut tidak terbuang percuma dan dapat membantu jalan-jalan di
perkampungan tersebut menjadi lebih baik kondisinya.

Informasi yang terbuka juga penting guna mencapai kemerataan
untuk kepentingan rakyat, karena informasi yang didapat tentang jumlah
penerimaan antara narasumber yaitu Kepala Bidang Bina Marga dengan
artikel berbeda yang menyebabkan informasi yang didapat menjadi rancu.
Semua hal itu perlu menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kota
Yogyakarta agar menjadi lebih baik lagi ke depannya mengenai

pemeliharaan jalan, jalan  menjadi sarana paling penting untuk
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kepentingan rakyat dalam hal pendidikan, pariwisata, dan perdagangan,
dengan kondisi jalan yang baik membuat aktivitas masyarakat juga

menjadi lebih mudah, lancar, dan menguntungkan.
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